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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS PELAYANAN PENEMPATAN PEKERJA 
MIGRAN INDONESIA YANG BERLAKU PADA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

ABSTRAK : - Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan 
Keuangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun Anggaran 2020, perlu 
dilakukan penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan dengan mengikuti 
mekanisme keuangan negara, sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak 
Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang 
Berlaku pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

   Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 
4286), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU 18 Tahun 2017 
(LN Tahun 2017 No. 242, TLN No. 6141), PP 69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 268, 
TLN No. 6584), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 
113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 970), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN 
Tahun 2021 No. 1031). 

  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

   Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah 
lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan 
dalam rangka penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu. 
Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap warga negara 
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah 
di luar wilayah Republik Indonesia. Jenis PNBP kebutuhan mendesak atas pelayanan 
penempatan PMI yang berlaku pada BP2MI diperoleh dari penerimaan yang diterima 
oleh BP2MI dari pihak asing atas pelayanan penempatan PMI. Tarif pelayanan 
penempatan PMI, dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama atau dokumen lainnya 
yang dipersamakan. Tarif atas jenis PNBP sebesar nilai nominal yang tercantum dalam 
kontrak kerja sama atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Seluruh PNBP 
kebutuhan mendesak atas pelayanan penempatan PMI yang berlaku pada BP2MI wajib 
disetor ke kas negara.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 
diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2022 dan diundangkan 
pada tanggal 22 Februari 2022. 

    

    

    

 


